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PEMERINTAH DESA KWADUNGAN JURANG

KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KWADUNGAN JURANG KECAMATAN KLEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG
 KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ( RPJMDes )               

 TAHUN 2020 - 2026
      BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KWADUNGAN JURANG
Menimbang
:a.
bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Insentif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggaran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat   maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  Kwadungan Jurang Tahun 2020 - 2026.

d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati RPJMDes 2020 - 2026 antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan RPJMDesa 2020 – 2026.
e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

Mengingat
:1.Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,                     (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  );
2.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang  Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung, Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temangung tahun 2018-2023.
MEMUTUSKAN

	Menetapkan 
	:
	

	KESATU
	:
	 Membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 - 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

	KEDUA      
	:
	Menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 - 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

	KETIGA
	:
	Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.


	
	Disepakati di    :  Kwadungan Jurang
Pada Tanggal  :   05 Agustus 2020   

	
	BADAN PERMUSYAWARATAN DESA      ( BPD )

DESA  KWADUNGAN JURANG
a.n KETUA
SEKRETARIS BPD

SUKANTI



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor :  005/DS-KWADUNGAN JURANG/2020
Nomor :  005/BPD –KWADUNGAN JURANG /2020
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD 

DESA KWADUNGAN JURANG
TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) TAHUN 2020 - 2026
Pada hari ini Rabu tanggal Lima  bulan Agustus  Tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SRIYANI
:
Kepala Desa Kwadungan Jurang  dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kwadungan Jurang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. SUKANTI
:
Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Kwadungan Jurang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kwadungan Jurang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Menyatakan bahwa 

1. 
PIHAK KEDUAtelah membahas dan menyepakati RPJMDesa 2020 - 2026 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

2.
PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baikpenyesuaian dan perubahan RPJMDesa 2020 - 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

3.
PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJMDesa 2020 - 2026  selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4.
PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Kledung  untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

	PIHAK PERTAMA

(SRIYANI)


	PIHAK KEDUA

(SUKANTI)


BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RPJMDesa 2020 - 2026
Pada hari ini Jum’at tanggal Tujuh Bulan Agustus Tahun DUA RIBU DUA PULUH, bertempat di desa Kwadungan Jurang  , Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung dengan dihadiri  oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2020 - 2026
Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati RPJMDesa 2020 - 2026 dengan rincian sebagai berikut

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

1) Identitas Desa


2) Rehab Kntor Desa


3) Sarana Praaarana kantor Desa


4) Kantor Lembga Desa


5) Sarana Penyimpanan Dokumen Lembaga Desa

b. Bidang Pembangunan
1) Kanopi Masjid Alfatah


2) Pembangunan halaman Masjid Bangun Tapan


3) Pembngunan Gedung TK/PAUD


4) Pembangunan sarana Prasarana Olahraga


5) Pembanguna senderan lapangan


6) Pembangunan DAM sikembang


7) Pembangunan Jalan JUT Kulon Dukuh


8) Pembangunan Jalan Lingkar Secinan


9) Pavingisasi Gang jalan desa RT 01 (pak yadin - pak sulis )


10) Pembangunan Gedung Lagan


11) Penerangan Jalan Desa


12) Pengembangan Pasar Tani Secinan


13) Perbaikan / Pemeliharaan Drainase


14) Pembagunan Senderan RT 02 IBU MARGINI


15) Pengadaan Ambulance Desa


16) Pembangunan Sarana air bersih dan MCK untuk Mushola


17) Pembangunan jalan Tembus dari laangan sampai Timur


18) Pavingisasi jalan gang desa pak sarlan


19) Penerangan jalan gang bpk Sukro


20) pembangunan jalan gang ibu mini


21) Pembenahan Penerangan Jalan dan teknik pemasangan


22) Pembangunan / Pengadaan Halte Bus


23) Pemasangan Cermin Penyebrangan


24) Peningkatan/rehabilitasi Drainase Desa(plat deiker)


25) Peningkatan / Rehabilitasi Drainase jalan Raya


26) Peningkatan/rehabilitasi jalan gang bpk tumari


27) Pembangunan taman Desa / Ruang terbuka Hijau


28) Pembangunan POSKAMPLING


29) Gerakan Tani Pekarangan


30) Pembagunan Trotoar Jalan Raya Desa


31) Peningkatan Jalan JUT Bangun Tapan

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1) Operasional Lembaga Desa


2) Fasilitas Kegiatan Keagamaan


3) Fasiitas Kegiatan Hari Besar

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
1) Pembentukan BUMDES


2) Penanaman Modal


3) Fasilitas Pendidikan Keagamaan NON Formal Desa


4) Bina Usia Anak Sekolah


5) Penanganan Anak putus Sekolah


6) Pembinaan Kelompok Tani


7) Penanganan Sampah


8) Bantuan Operasional Madrasah


9) Penyedia sarpras Pembuatan Pupuk


10) Prasarana perlengkapan kegiatan kelompok Tani


11) Pelatihan dekorasi dan tata rias untuk pemuda


12) Pelatihan Budi Daya perikanan


13) pelatihan teknologi komunisi dan informasi/komputer bagi kelompok masyarakat dan lembaga


14) Fasilitasi kegiatan posyandu dan kesehatan desa


15) Pelatihan bagi masyarakat tentang pengelolaan produk hasil pertanian


16) Pelatihan life skil bagi masyarakat


17) dukungan opersional bagi kpm dan fkd


18) Program RTLH


19) Program Jambanisasi bagi Warga 


20) Peningkatan Kapasitas Lembaga

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KWADUNGAN JURANG
1. Ketua / Anggota

: TOMIN
(……………………)

2. Sekretaris / Anggota

:
SUKANTI
(……………………)
3. Anggota

:
GIYANTO
(……………………)

4. Anggota

:
M.ARIFIN
(……………………)
5. Anggota

:
HASTO SILO
(……………………)

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA
:
PEMBAHASAN RPJMDesa 2020 - 2026
DESA
:
KWADUNGAN JURANG
KECAMATAN
:
KLEDUNG
TANGGAL
:
RABU, 05 AGUSTUS 2020.

	NO
	NAMA
	JABATAN
	TANDA TANGAN

	1. 
	SRIYANI
	Kepala Desa
	……………………

	2. 
	SUSIOWATI
	Sekretaris Desa
	……………………

	3. 
	INFANTRI
	Kaur Keuangan
	……………………

	4. 
	YENI LESTIYANI
	Kaur Perencanaan
	……………………

	5. 
	TUMADI
	Kaur Tata Usaha dan Umum
	……………………

	6. 
	SAFUAT IRWANTO
	Kasi Pemerintahan
	……………………

	7. 
	FAIZUN ROHMAN
	Kasi Kesejahteraan
	……………………

	8. 
	FANI RIVA’I
	Kasi Pelayanan
	……………………

	9. 
	BUDI SANTOSO
	Kepala Dusun Kwd.Jurang
	……………………

	10. 
	SULISTIYO
	Kepala Dusun Bangun Tapan
	……………………

	11. 
	BONADI
	Ketua LPMD
	……………………

	12. 
	KIRYADI
	Ketua KPMD
	……………………

	13. 
	YULI
	Ketua PKK.
	……………………

	14. 
	IGIT 
	Ketua Karang Taruna
	……………………

	15. 
	MESYANTO
	Danton LINMAS
	……………………

	16. 
	KUSDI
	Ketua RW 1
	……………………

	17. 
	MISNOTO
	Ketua RW 2
	

	18. 
	SANYOTO
	Ketua RT 1
	

	19. 
	PUJIYANTO
	Ketua RT 2
	

	20. 
	BONARI
	Ketua RT 3
	

	21. 
	SARYANA
	Ketua RT 4
	

	22. 
	JUNARI
	Ketua RT 5
	

	23. 
	
	
	

	24. 
	
	
	……………………

	25. 
	
	…………………………. ….
	……………………


BPD Desa Kwadungan Jurang
Sekretaris,

(SUKANTI)

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA
:
PEMBAHASAN RPJMDesa 2020 - 2026
DESA
:
KWADUNGAN JURANG

KECAMATAN
:
KLEDUNG

TANGGAL
:
RABU, 05 AGUSTUS 2020.

	NO
	NAMA
	JABATAN
	TANDA TANGAN

	1
	2
	3
	4

	26. 
	
	
	……………………

	27. 
	
	
	……………………

	28. 
	
	
	……………………

	29. 
	
	
	……………………

	30. 
	
	
	……………………

	31. 
	
	
	……………………

	32. 
	
	
	……………………

	33. 
	
	
	……………………

	34. 
	
	
	……………………

	35. 
	
	
	……………………

	36. 
	
	
	……………………

	37. 
	
	
	……………………

	38. 
	
	
	……………………

	39. 
	
	
	……………………

	40. 
	
	
	……………………

	41. 
	
	
	……………………

	42. 
	
	
	

	43. 
	
	
	

	44. 
	
	
	

	45. 
	
	
	

	46. 
	
	
	

	47. 
	
	
	

	48. 
	
	
	

	49. 
	
	
	……………………

	50. 
	
	
	……………………


BPD Desa Kwadungan Jurang

Sekretaris,

(SUKANTI)


KEPALA DESA KWADUNGAN JURANG

KECAMATAN KLEDUNG KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA KWADUNGAN JURANG

NOMOR 5 TAHUN 2020

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

TAHUN 2020-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KWADUNGAN JURANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanankan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannnya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026.

Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

3.
Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005–2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5.
Undang–undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10.
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023; 
12.
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);

13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

14.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan  di Desa;
15.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016  Nomor  21);
16.
Peraturan Bupati  Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
17.
Peraturan Desa Kwadungan Jurang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

18.
Peraturan Desa Kwadungan Jurang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Kwadungan Jurang;

19.
Peraturan Desa Kwadungan Jurang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa.

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KWADUNGAN JURANG

     dan 

KEPALA DESA KWADUNGAN JURANG
MEMUTUSKAN

Menetapkan
:
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN 2020-2026

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah pemerintah Pusat.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung.

4. Bupati adalah Bupati Temanggung.

5. Camat adalah Camat Kledung

6. Desa adalah Desa Kwadungan Jurang

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kwadungan Jurang yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kwadungan Jurangyang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kwadungan Jurang yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Kwadungan Jurang lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah  forum perencanaan Pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat Musyawarah untuk mufakat.

17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

18. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

19. Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat.

20. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 

21. Pengkajian Keadaan Desa selanjutnya disingkat PKD adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 

23. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

27. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

28. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang dipilih dalam musyawarah desa.

30. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

31. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

32. Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi.

33. Kebijakan adalah arahan/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.

34. Kegiatan adalah bagian dari bidang yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud perencanaan pembangunan desa adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa selama kurun waktu tertentu. 
Pasal 3

Tujuan perencanaan pembangunan desa adalah:
a. Untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;

b. untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
c. untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan; dan

d. untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

RPJM Desa Tahun 2020-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I
: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

C. Maksud dan Tujuan

BAB II
: GAMBARAN UMUM DESA

A. Kondisi Desa

1. Geografi

2. Demografi

3. Keadaan Sosial

4. Keadaan Ekonomi

B. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Pemerintahan Desa
2. Keuangan Desa

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB III
: PENGKAJIAN KEADAAN DESA

A. Prioritas Masalah

B. Potensi

BAB IV
: VISI DAN MISI

A. Visi

B. Misi, Strategi dan arah Kebijakan

BAB V

:  RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

B. Bidang Pembangunan Desa

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB VI 

: PENUTUP 

Lampiran:

1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa, Format F.I.1

2. Hasil Pengkajian Keadaan Desa meliputi:

a. Penyelarasan data Desa terdiri dari:

Data Desa:

1. Daftar Sumber Daya Alam Format F.I.2.1

2. Daftar Sumber Daya Manusia Format F.I.2.2

3. Daftar Sumber Daya Pembangunan Format F.I.2.3

4. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya Format F.I.2.4

b. Penggalian Gagasan Masyarakat

1. Rekapitulasi Usulan rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan / atau kelompok masyarakat Format F.I.3

2. Daftar gagasan dusun / kelompok format F.I.3.1

3. Sketsa Desa Format F.I.3.1. a

4. Kalender musim format F.I.3.1. b

5. Bagan Kelembagaan Format F.I.3.1.c

c. Penyusunan laporan hasil Pengkajian keadaan desa dengan format :

1. Berita Acara hasil pengkajian desa Format F.I.4

2. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa Format F.I.4.1

d. Hasil Kesepakatan Musdes

1. Berita acara penyusunan RPJM Desa melaluiMusyawarah Desa Format F.I.5 

2. Rancangan RPJM Desa Format F.I.6

3. Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa Format F.I.7 dengan memperhatikan :
a. Hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam Berita Acara dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa.

b. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa.

c. Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa, tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa.

d. Dalam hal rancangan RPJM desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrengbangdes.
BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 5

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala  Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa dalam kurun waktu 6 (enam) Tahun.

Pasal 6

(1) Isi beserta uraian RPJM Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

(2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKP Desa.

(3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 7

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Kwadungan Jurang

pada tanggal 14 Agustus 2020

KEPALA DESA KWADUNGAN JURANG,

SRIYANI
Diundangkan di Kwadungan Jurang
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DESA KWADUNGAN JURANG

SUSIOWATI
LEMBARAN DESA KWADUNGAN JURANG TAHUN 2020 NOMOR 5

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah desa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LPM, Kepala Dusun, KPMD, Wakil Masyarakat, anggota BPD dan Perangkat Desa Kwadungan Jurang telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJMDes.

RPJMDes adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Kwadungan Jurang yang menginginkan masa depan desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan desa.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDes tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDes ini sesuai dengan tahapan-tahapan yand diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Kwadungan Jurang Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDes ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Kwadungan Jurang.

Kwadungan Jurang, 03 Agustus 2020 

       Tim Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi yaitu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat yang diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara Kesatuan RI, dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya dituntut untuk semakin maju. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan terwujudnya otonomi desa adalah keberhasilan pembangunan desa. Oleh karenanya dalam pembangunan desa dibutuhkan perencanaan yang sistematik, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );

3.
Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005–2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5.
Undang–undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

 9.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023; 
12.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

14.Peraturan Bupati Temanggung Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan  di Desa;
15.Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016  Nomor  21);
16.Peraturan Bupati  Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
17.Peraturan Desa Kwadungan Jurang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

18.Peraturan Desa Kwadungan Jurang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Kwadungan Jurang;

19.Peraturan Desa Kwadungan Jurang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan RPJMDes

Maksud diadakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah:
1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program pemerintah desa dalam kurun waktu enam  tahun dalam melaksanakan proses pembangunan .

2. Dengan diberlakukannyaUndang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,di harapkan dalam melakukan proses pembangunan di desa, penyelenggaraan pemerintahan di desa, pemberdayaan masyarakat di desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Insentif RT/RW bisa di prioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki desa setempat.

3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di desa yang di harapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

2. Tujuan Penyusunan RPJMDes

Adapun tujuan di adakannya penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah :

1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran setrategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan.

2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan desa selama enam tahun kedepan.

3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APBDes, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN. 

4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.

5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA
A. KONDISI DESA

1. Geografi

Desa Kwadungan Jurang merupakan salah satu desa dari 13 desa diwilayah kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung yang terletak di sebelah Barat dengan ketinggian ±   1074 m diatas permukaan air laut dan berbatasan dengan :
· Sebelah Utara

: Desa Jeketro

· Sebelah Timur

: Desa Paponan

· Sebelah Selatan

: Desa Petarangan 
· Sebelah Barat

: Desa Kwadungan gunung

Berdasarkan topografi wilayah desa Kwadungan Jurang termasuk wilayah dataran tinggi dengan tingkat kesuburan tanahnya yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari luas wilayah seluruhnya 197,95 Ha yang sebagian besar digunakan sebagai areal persawahan rakyat yang ditunjang oleh 2 musim yaitu kemarau dan penghujan, denmgan rincian penggunaan tanah sebagai berikut :
Tabel 1.1 

Penggunaan Tanah
	No
	Penggunaan
	Luas ( Ha )

	1
	Tanah Sawah
	12

	2
	Tanah Lainnya
	185,95


Secara administrasi Desa Kwadungan Jurang terbagi menjadi 2 (dua) Dusun yang terbagi menjadi 2 (dua) Rukun Warga (RW) dan 5 (lima) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel  berikut:

Tabel 1.2 

Pembagian Wilayah Administratif
	No
	Nama Dusun
	Nama Rw
	Jumlah Rt

	1
	Dusun Kwadungan Jurang
	RW 01
	4 RT

	2
	Dusun Bangun Tapan
	RW 02
	1 RT


Sedangkan jarak desa seperti tertera dalam tabel berikut

Tabel 1.3

Jarak Ke Ibu Kota

	No
	Penggunaan
	Luas ( Ha )

	1
	Kecamatan
	5,20

	2
	Kabupaten
	24

	3
	Provinsi
	63


2. Demografi
a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Jumlah penduduk desa Kwadungan Jurang berjumlah 1476 jiwa yang terdiri dari 757 laki-laki dan 719 perempuan.
Tabel 2.1 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada wilayah dusun

	No
	Dusun
	Jenis Kelamin
	Jumlah

	
	
	Laki-laki
	Perempuan
	

	1.
	Kwadungan Jurang
	622
	592
	1214

	2.
	Bangun Tapan
	135
	127
	262

	Jumlah
	757
	719
	1476



Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk berjenis kelaminperempuan. Sedangkan jumlah kepala keluargasebanyak 489 yang terdiri dari 426 KK laki-laki dan 63 KK perempuan.
Tabel 2.2 Jumlah Kepala Keluarga Menurut  jenis kelamin pada wilayah dusun

	No
	Dusun
	Jenis Kelamin
	Jumlah

	
	
	Laki-laki
	Perempuan
	

	1.
	Kwadungan Jurang
	348
	50
	398

	2.
	Bangun Tapan
	  78
	13
	91

	Jumlah
	426
	63
	489


Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah Kepala Keluarga laki-laki lebih banyak dari pada jumlah Kepala Keluarga berjenis kelamin perempuan.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat pendidikan

Perkembangan pendidikan di desa Kwadungan Jurang dapat dilihat dari beberapa indikator seperti jumlah sekolah, jumlah siswa baik untuk pendidikan umum maupun pendididkan keagamaan serta beberapa indikator tingkat partisipasinya. Data 1 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

	No
	Pendididkan
	Jumlah Penduduk

	
	
	tahun

	
	
	L
	P
	Jumlah

	1
	Tamat S2
	0
	0
	0

	2
	Tamat S1
	3
	10
	13

	3
	Tamat D3/Sarjana Muda
	0
	1
	1

	4
	Tamat D1/2
	1
	1
	2

	5
	Tamat SMA
	48
	49
	97

	6
	Tamat SMP
	113
	94
	207

	7
	Tamat SD
	208
	191
	399

	8
	Belum Tamat SD
	117
	114
	231

	9
	Tidak/Belum Sekolah
	267
	259
	526

	Jumlah
	757
	719
	1476


Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam bidang pendidikan meningkat dengan malihat peningkatan jumlah sarjana dan penurunan penduduk yang tidak sekolah.

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Penduduk Desa Kwadungan Jurang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

	No
	Pekerjaan
	Jenis Kelamin
	Jumlah

	
	
	L
	P
	

	1
	Belum Bekarja
	208
	187
	395

	2
	Karyawan swasta
	77
	38
	115

	3
	Karyawan Honorer
	1
	1
	2

	4
	Mengurus Rumah Tangga
	0
	173
	173

	5
	Buruh Harian Lepas
	15
	6
	21

	6
	Buruh Tani/Perkebunan
	24
	15
	39

	7
	Nelayan / Pelaut/ Perikanan
	3
	1
	4

	8
	Tukang Kayu
	0
	0
	0

	9
	Tukang Batu
	2
	0
	2

	10
	Pelajar/Mahasiswa
	77
	55
	132

	11
	Pendeta
	1
	0
	1

	12
	Karyawan BUMN
	3
	3
	6

	13
	Guru
	4
	9
	13

	14
	Sopir
	6
	0
	6

	15
	Pedagang
	2
	8
	39

	16
	Perangkat Desa
	7
	2
	9

	17
	Kepala Desa
	0
	1
	1

	18
	Wiraswasta
	19
	4
	23

	19
	Imam masjid
	1
	0
	1

	20
	PNS
	6
	4
	10

	21
	Petani /Pekebun
	285
	188
	469

	22
	Las/Pandai Besi
	1
	0
	1

	23
	Jahit
	
	2
	2

	24
	Penata Rambut
	0
	2
	2

	25
	Seniman
	1
	0
	1

	Jumlah
	757
	719
	1476


3. Keadaan Sosial

a. Agama
Jumlah penduduk Desa Kwadungan Jurang menurut agama yang diyakini bisa dilihat melalui tabel sebagaimana berikut :

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan
	NO
	AGAMA
	JUMLAH ( JIWA )

	1
	Islam
	1.352

	2
	Kristen
	115

	3
	Katholik
	8

	4
	Hindu
	1

	Jumlah
	1.476


b. Pendidikan
Fasilitas pendidikan di desa Kwadungan Jurang meliputi :
Tabel 3.2 Jumlah sarana Pendidikan

	NO
	SARANA PENDIDIKAN
	JUMLAH ( BUAH )

	1
	Taman Kanak – Kanak
	1

	2
	PAUD 
	1

	3
	SD
	1

	4
	MADRASAH
	1

	
	JUMLAH
	4


c. Kesehatan

Sarana/ prasarana dan tenaga kesehatan meliputi PKD, Posyandu, Kader Kesehatan , Bidan Desa sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3 Sarana Prasarana dan Tenaga Kesehatan
	NO
	Sarana Prasarana dan Tenaga Kesehatan
	JUMLAH 

	1
	Posyandu Balita
	2

	2
	Posyandu Lansia
	2

	3
	PKD
	1

	4
	Kader Kesehatan
	16

	5
	Bidan Desa
	1

	6
	Posbindu
	1


d. Budaya

Potensi budaya Desa Kwadungan Jurang merupakan peninggalan leluhur Desa Kwadungan Jurang dengan nilai-nilai tradisi yang perlu terus dipertahankan.

Tabel 3.4 Jenis Tradisi/Upacara Adat

	No
	Jenis Upacara Adat
	Jumlah
	Lokasi

	1
	Suran
	1
	Kwadungan Jurang

	2
	Sadranan
	1
	Kwadungan Jurang

	3
	Bersih desa
	1
	Kwadungan Jurang

	4
	Haul
	1
	Kwadungan Jurang

	5
	Wiwit1
	1
	Kwadungan Jurang


Disamping itu nilai-nilai budaya di Des Kwadungan Jurang masih sangat dilestarikan, dan adapun kesenian desa kwadungan jurang bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
	NO.
	JENIS KESENIAN
	NAMA GROUP
	JUMLAH ANGGOTA

	1
	Sholawat jawa
	Al-Iklas
	27

	2
	Robana 
	Al-Mubaraq
	12

	3
	Seni topeng ireng
	Jagad Rimba
	43

	4
	zanzanen
	-
	21

	5
	Wulan Sunu
	-
	25

	6
	Ketoprak
	Sedyo Utomo
	40

	7
	Blanten
	Al-Fatah
	26


e. Kepemudaan dan Olah Raga
Dalam bidang kepemudaan dan olagraga, desa Kwadungan Jurang memiliki sarana dan prasarana yang dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga

	No
	Sarana dan Prasarana
	Jumlah

	1
	Lapangan Sepak Bola
	1


Organisasi Pemuda dan Olah Raga juga banyak terdapat di Desa Kwadungan Jurang. Adapun jenis dan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.7 Organisasi Pemuda Dan Olah Raga
	NO
	NAMA ORGANISASI
	JUMLAH ( Kel / Unit )

	1
	Karang Taruna
	1

	2
	Remaja Masjid
	2

	3
	Remaja Gereja
	1

	4
	Sepak Bola
	2


4. Keadaan Ekonomi

a. Pertanian
Keadaan perekonomian Desa Kwadungan Jurang masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh tani sehingga sektor Pertanian ini sangat menentukan tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan sektor lain seperti kerajinan rumah tangga (Home Industri), perdagangan dan jasa belum dapat dikembangkan mengingat sebagian masyarakat belum mempunyai ketrampilan. Adapun komoditas pertanian dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.1 Komoditas Pertanian

	No
	Komoditas Yang Dihasilkan

	1
	Tembakau

	2
	Cabai

	3
	Jagung

	4
	Padi

	5
	Kubis

	6
	Tomat

	7
	Terong

	8
	Jambu

	9
	Kopi

	10
	Bawang


Sedangkan potensi peternakan dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam bidang peternakan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Potensi Bidang Peternakan dan Perikanan 
	No
	Jenis Hewan Ternak

	1
	Sapi

	2
	Kambing

	3
	Ayam Kampung

	4
	Itik

	5
	Merpati


b. Industri Rumah Tangga

Sedangkan dalam bidang industriu terdapat beberapa industri rumah tangga yang berkembang di desa Kwadungan Jurang yang dapat dilihat pada tabel sebagi berikut :

Tabel 4.3 Insudtri/ Home Industry

	No
	Jenis Industri
	Jumlah

	1
	Makanan Ringan
	3 Orang

	2
	Pengelolaan Kopi
	3 Kelompok


c. Perdagangan

Perdagangan telah menjaadi tren masa kini yang menarik minat banyak orang. Banyak komoditas hasil panen petani yang dapat diperdagangkan antara lain kopi, cabai, tomat, terong dan lainnya. 
d. Sarpras Perekonomian

Tabel 4.4 Fasilitas Umum Bidang Perekonomian

	No
	Jenis Fasilitas
	Jumlah

	1
	Penggilingan Kopi
	1

	2
	Pedagang Pengepul
	18

	3
	Angkutan Umum
	4

	4
	Traktor
	2

	5
	Warung Sembako
	16


Sedangkan pertumbuhan lembaga yang bergerak dibidang perekonomian diantaranya adalah :

Tabel 4.5 Lembaga Ekonomi Desa

	No
	Nama LED
	Jumlah Kelompok

	1
	LKM-PUAP
	1

	2
	SPP
	1

	3
	UP2K
	1

	4
	Kelompok Tani
	4

	5
	Gapoktan
	1


B. KONDISI PEMERINTAHAN DESA
	NO
	NAMA
	JABATAN
	Tanggal Lahir
	MASA JABATAN
	PENDIDIKAN

	1


	Sriyani
	Kepala Desa
	05 November 1970
	2020-2026
	SLTP

	2


	Susiowati
	Sekretaris Desa
	23 Mei 1980
	2016-Selesai
	SMK

	3


	Tumadi
	Kaur Tata Usaha dan Umum
	05 Januari 1976
	2011-Selesai
	SLTP

	4
	Infantri
	Kaur Keuangan
	04 September 1983
	2009-Selesai
	SMK

	5


	Yeni Lestiyani
	Kaur Perencanaan
	03 Januari 1990
	2017-Selesai
	SMK

	6


	Safuat Irwanto
	Kasi Pemerintahan
	11 Oktober 1987
	2009-Selesai
	SLTP

	7


	Faizun Rohman
	Kasi Kesejahteraan
	17 September 1993
	2017-Selesai
	S1

	8


	Fani Riva’i
	Kasi Pelayanan
	12 februari 1996
	2018-Selesai
	SMK

	9


	Budi Santoso
	Kepala Dusun
	05 Juli 1981
	2017-Selesai 
	SMK

	10
	Sulistiyo
	Kepala Dusun
	02 November 1994
	2017-Selesai
	SMK


1. Pemerintahan Desa
    

a. Pemerintah Desa

Organisasi Pemerintah Desa Kwadungan Jurang ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Desa, 1 (satu) orang Sekretaris Desa, 3 (tiga) orang Kepala Seksi, 3 (tiga) orang Kepala urusan, dan 2 (dua) orang  Kepala Dusun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Aparatur Pemerintah Desa dalam Susunan Organisasai dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1 Aparatur Pemerintah Desa Kwadungan Jurang













b. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kwadungan Jurang berjumlah 5 orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 144/175  Tahun 2019 dengan keanggotaan sebagai berikut:

Tabel 5.2 Daftar Anggota BPD Desa Kwadungan Jurang Periode 2019-2025
	NO
	NAMA
	JABATAN
	DISTRIK

	1
	Tomin
	Ketua
	RT 003

	2
	Sukanti
	Sekretaris
	RT 005

	3
	Ahmad Arifin
	Anggota
	RT 001

	4
	Giyanto
	Anggota
	RT 002

	5
	Hasto Silo
	Anggota
	RT 004


Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban:

1) Merumuskan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

2) Meminta pertanggung jawaban Kepala Desa atas penyelenggaraan pemerintahan Desa;

2. Keuangan Desa 

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak desa. Keuangan Desa Kwadungan Jurang setiap tahun tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 

a. Pendapatan Desa
Pendapatan Desa berasal dari beberapa sumber yaitu :

1. Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari tanah kas desa dan tanah bengkok yang digarap oleh Perangkat Desa;

2. Pendapatan Desa bersumber dari bantuan Pemerintah yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

3. Pendapatan dari Swadaya masyarakat.

b. Belanja Desa

Pengelolaan belanja desa digunakan untuk:

1. Belanja Tidak Langsung:

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Hibah

c. Belanja Bantuan Keuangan

2. Belanja Langsung:

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang dan Jasa

c. Belanja Bahan/Material

d. Belanja Jasa Kantor

e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

f. Belanja Cetak dan Penggandaan 

g. Belanja Makanan dan Minuman

h. Belanja Pakaian Dinas Harian

i. Belanja Pemeliharaan

j. Belanja Modal

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa
Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2012 tentang Lembaga  Kemasyarakatan Desa, bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, dan Satgas Linmas yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Tabel 5.3
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Kwadungan Jurang Periode 2020-2026
	NO
	NAMA
	JABATAN
	KETERANGAN

	1
	BONADI
	KETUA UMUM
	Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa NOMOR 141/17/ Tahun 2019



	2
	ACHMAD SAFII
	KETUA I
	

	3
	BONIYAT
	KETUA II
	

	4
	TUPARNO
	SEKRETARIS I
	

	5
	SUWALDI BEJO
	BENDAHARA I
	

	6
	ISMANTO
	BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
	

	7
	KIRYADI
	BIDANG PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
	

	8
	ROHMADI
	BIDANG PEMBANGUNAN, PEREKONOMIAN, KOPERASI DAN LINGKUNGAN HIDUP
	

	9
	JOKO PRASETYO
	BIDANG KESEHATAN, KELUARGA BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	

	10
	ROHMAT
	BIDANG KEAGAMAAN
	


Tugas LPMD adalah:

a. menyusun rencana pembangunan Desa/Kelurahan secara partisipatif;

b. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan

c. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
Tabel 5.4 Daftar Pengurus PKK Periode Masa Bhakti Tahun 2020-2026
	NO
	JABATAN
	
	NAMA

	1
	KETUA
	:
	YULIYANAH

	2
	SEKRETARIS
	:
	ANA APRILIANA

	4
	BENDAHARA
	:
	RUMIYATI

	5
	KETUA POKJA 1
	:
	WIDYANANI

	
	ANGGOTA
	1.
	ZULIYATI

	
	
	2.
	RUHAYATI

	6
	KETUA POKJA 2
	:
	LASIAH

	
	ANGGOTA
	1.
	TUMIRAH

	
	
	2.
	NATINI

	7
	KETUA POKJA 3
	:
	SUTRI RAHAYU

	
	ANGGOTA
	1.
	ZULIATI

	
	
	2.
	RIANA SETIA WATI

	8
	KETUA POKJA 4
	:
	SRI PUJI ASTUTI

	
	ANGGOTA
	1.
	KUSTIYAH

	
	
	2.
3.
	HARIYATI

ENI YULIA


Tugas TP PKK Desa/Kelurahan meliputi:

a. membina dan memberdayakan masyarakat menuju keluarga sejahtera;

b. melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK;

c. membina dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT, dan Dasa Wisma;

d. menggali, menggerakkan, dan mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan

e. berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa;

Tabel 5.5. Daftar Pengurus Rw Dan Rt Periode Masa Bhakti Tahun 2020-2026
	NO
	NAMA
	JABATAN
	MASA KEANGGOTAAN
	KET.

	1
	SANYOTO
	Ketua Rt 001
	2019 - 2024
	Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kwadungan Jurang Nomor 9 Tahun 2019

	2
	PUJIYANTO
	Ketua Rt 002
	2019 - 2024
	

	3
	BONARI S
	Ketua Rt 003
	2019 - 2024
	

	4
	SARYANA
	Ketua Rt 004
	2019 - 2024
	

	5
	JUNARI
	Ketua Rt 005
	2019 - 2024
	

	6
	KUSDI
	Ketua Rw 001
	2019 - 2024
	

	7
	MISNOTO
	Ketua Rw 002
	2019 - 2024
	


Tugas RT dan RW adalah:

a. membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. membantu penyelenggaraan tugas pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya;

c. menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan;

d. membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam kebersihan dan penataan lingkungan;

e. membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban umum;

f.   menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah Desa/Kelurahan;

g. menumbuhkembangkan kehidupan gotong-royong dan sosial kemasyarakatan; dan

h. melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
	Tabel 5.6 Daftar Pengurus Karang Taruna Periode Masa Bhakti Tahun 2020-2026

	NO
	NAMA
	JABATAN

	1
	SRIYANI
	PEMBINA

	2
	IGIT ARYADI
	KETUA I

	3
	NUR MUARIF
	KETUA II

	3
	IFAN BUDI S
	SEKRETARIS I

	4
	SUTOYO
	SEKRETARIS II

	5
	MISWADI
	BENDAHARA

	6
	ARIS RIYANTORO

DUWI ISWANTO
	BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

	7
	TRIMO

PARWADI
	BIDANG USAHA KESEHATAN SOSIAL

	8
	DOYO K

SUNARDI
	BIDANG KELOMPOK BERSAMA

	9
	KARDIYANTO
	BIDANG KEROHANIAN DAN BIMBINGAN MENTAL

	10
	ARIFIN SLAMET
	BIDANG OLAH RAGA DAN SENI BUDAYA

	11
	ROBI SANTOSO
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

	12
	MULYADI
	BIDANG KERJASAMA DAN KEMITRAAN

	13
	TRI MULYONO
	HUMAS PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

	Tugas Karang Taruna adalah bersama-sama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.


Satgas linmas mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, membantu aparatur pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan serta membantu pengamanan penyelengaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepada desa.
      Tabel 5.7 Daftar Pengurus Satgas Linmas Periode Masa Bhakti Tahun 2020-2026

	NO
	JABATAN
	
	NAMA

	1
	PEMBINA
	:
	KEPALA DESA

	2
	PENGENDALI
	:
	MISNOTO

	3
	DANTON
	:
	MESIDAH

	4
	ANGGOTA SATLINMAS INTI
	1.
	URIP SUWARNO

	
	
	2.
	MISWADI

	
	
	3.
	NURYANTO

	5
	ANGGOTA SATLINMAS DESA
	1.
	Arif Wasono

	
	
	2.
	Wahyu Slamet

	
	
	3.
	Sargono

	
	
	4.
	Teguh S

	
	
	5.
	Pawit Jojon

	
	
	6.
	Riyadi

	
	
	7.
	Subur

	
	
	8.
	Joko Prasetyo

	
	
	9.
	Kabul Ibrahim

	
	
	10.
	Tuparno

	
	
	11.
	Boniyat

	
	
	12.
	Ngadiman

	
	
	13.
	Waldi

	
	
	14.
	Giyanto

	
	
	15.
	Kusdi

	
	
	16.
	Sukayat

	
	
	17.
	Tunut

	
	
	18.
	Sawadi

	
	
	19.
	Kalung K

	
	
	20.
	Ismanto

	
	
	21.
	Tuwah Pitoyo

	
	
	22.
	Miswadi

	
	
	23.
	Kusyono

	
	
	24.
	Samadi

	
	
	25.
	Karyadi

	
	
	26.
	Imbun

	
	
	27.
	Suwarno

	
	
	28.
	Juwahir


BAB III

PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Untuk dapat menentukan arah dan kebijakan dan tindakan guna mengatasi suatu permasalahan yang ada di desa perlu diadakan Pengkajian Keadaan Desa dalam rangka rencana pembangunan jangka menengah desa melalui tiga alat kaji yaitu sketsa desa, bagan kelembagaan dan kaleder musim. Dari hasil pelaksanaan ketiga alat kaji tersebut, akan diperoleh gambaran mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi, dan informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dinamika masyarakat desa.

A. Prioritas Masalah

Masalah mendasar dari hasil pelaksanaan PKD di desa Kwadungan Jurang dengan menggunakan tiga alat kaji berupa sketsa desa, bagan kelembagaan, dan kalender musim dengan prioritas masalah berdasarkan urutan peringkatnya yang akan ditangani dan diselesaikan dalam waktu 6 tahun RPJMDesa adalah sebagai berikut :

1) Bidang Pemerintahan

· Kurangnya pemahaman terhadap Tupoksi aparatur Desa;

· Belum optimalnya pelayanan publik / pelayanan kepada masyarakat belum  maksimal;

· Sumber  daya  Manusia Tidak merata dan terbatas;

· Pelaksanaan  pembangunan desa belum  sesuai dengan perencanaan;

· Tingkat Kesejahteraan penyelenggara pemerintahan Desa Rendah  dan belum merata;

· Sarana Prasarana Balai Desa  yang belum memadai;

· Kurang  berfungsinya  lembaga-lembaga  Desa;

· Pelaksanaan Peraturan Desa belum optimal;

· Kurangnya kedisiplinan penyelenggara pemerintahan desa;

· Administrasi penyelenggara pemerintah desa belum terkelola dengan baik;

· Keamanan lingkungan belum benar-benar kondusif;

· Terbatas dan tidak meratanya SDM anggota dan penggurus Lembaga Kemasyarakatan Desa;

· Pelaksanaan pembangunan belum sesuai dengan perencanaan;

· Pembangunan desa belum bisa  menjangkau semua kebutuhan masyarakat;

· Pelaku pembangunan belum optimal;

· Kurang  berfungsinya  lembaga-lembaga  Desa;

· Menurunnya semangat gotongroyong masyarakat;

· Masih adanya kesenjangan antar wilayah dusun karena sarpras kurang seimbang, pengembangan potensi belum optimal, kwalitas masyarakat dan kedekatan dengan pusat pemerintahan desa;

2) Bidang Perekonomian

· Masih tingginya angka kemiskinan dan tingkat  pengangguran terbuka;

· Masih rendahnya peranan UMKM dan koperasi dalam pertumbuhan ekonomi desa;

· Lembaga ekonomi desa belum  dikelola dengan baik dan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat;

· Kurangnya pengetahuan dan informasi;

· Tidak tersedianya lapangan pekerjaan  yang sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan;

· Sarana dan prasarana pertanian  yang  rusak;

· Sumber  pengairan dan saluran irigasi rusak;

· Sarana prasarana transportasi  yang masih  belum  layak (jalan dusun dan desa);

· Kapasitas Kelompok usaha mikro / bersama, kelompok tani dan lainnya belum terkoordinir dan berkembang dengan baik;

· Belum terbangunya Senderan Pengaman ( Jalan – jalan dan Makam );

· Kelompok Ikan masih kesulitan bibit;

· Kelompok ternak masih kekurangan modal;

3) Bidang Kemasyarakatan 

· Masih rendahnya kwalitas SDM dan pelayanan sosial dasar sehingga kapasitas dan produktifitas kurang; 

· Tidak terjangkaunya semua masyarakat miskin dengan program Jamkesmas;

· Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;

· Tidak meratanya Tingkat pendidikan (SDM)  dan kemampuan Kader Posyandu;

· Kurangnya Sarana Prasarana Posyandu;

· Kurangnya pengetahuan akan pentingnya prilaku hidup bersih dan sehat;

· Terbatasnya kwalitas dan kuantitas tenaga pendidik;

· Mahalnya biaya pendidikan ditingkat menengah atas;

· Terbatasnya jumlah pengajar yang memenuhi standar qualifikasi;

· Kurangnya Sarana Prasarana / fasilitas pendidikan;

· Potensi Pemuda desa belum tersalurkan dengan baik sesuai bakat kemampuan dan minat;

· Lapangan  desa rusak dan perlu adanya pengelolaan dan pemeliharaan;

· Sarpras keolahragaan belum memadai;

· Keterbatasan  SDM  Pelaku budaya;

· Kurangya sarana prasarana pendukung seni dan budaya;

· Belum optimalnya pelestarian budaya masyarakat Desa;

· Kelompok kesenian belum terakomodasi dengan baik;

· Sarana prasarana ibadah dan kegiatan pendidikan keagamaan belum memadai dan belum terpenuhi secara merata;

· Kerusakan  lingkungan  akibat Penambangan dan penebangan  yang tidak di imbangi dengan penanaman kembali;

· Pencemaran  selokan  Desa  oleh  limbah  rumah tangga / sampah yang belum tertangani dengan baik ;

· Sarana air bersih untuk warga belum maksimal;

· Kesadaran akan lingkungan hidup dan konservasi lingkungan masyarakat masih rendah;

· Keberadaan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) masih banyak dan belum tertangani;

· Kurangnya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan social;  

· Masih adanya masyarakat dibawah garis kemiskinan;

· Masih ada rumah yang tidak layak huni;

· SDM dan tingkat pendidikan terbatas;

· Tidak terjangkaunya semua masyaraka miskin dengan program Jamkesmas; 

· Banyaknya pengangguran karena masalah ekonomi keluarga;

· Kurangnya  ketrampilan masyarakat miskin;

B. POTENSI

Potensi desa adalah kemampuan yang dapat dikembangkan dalam pembangunan suatu desa yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada didalamnya beserta hasil – hasil pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah dalam pembangunan. Potensi tersebut dikelompokkan dalam potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.
1. Bidang Pemerintahan

Desa Kwadungan Jurang merupakan desa yang kaya akan Sumber Daya Alamnya, antara lain :

a. Kesuburan Tanah

Tanah diwilayah desa Kwadungan Jurang memiliki tingkat kesuburan sangat baik, sehingga sangat menunjang untuk kegiatan pertanian dan peternakan.

b. Air dan Mata Air

Ketersediaan air di wilayah desa Kwadungan Jurang cukup melimpah, dan tidak pernah mengalami pasang surut pada saat terjadi kemarau panjang, hal ini karena di wilayah desa Kwadungan Jurang terdapat banyak mata air atau sumber air dengan debit yang mencukupi, hanya saja untuk menyalurkan kepada warga butuh dana yang cukup besar dikarenakan akses yang sulut dan tempat mata air agak jauh dari pemukiman.

c. Material Alam

Material alam banyak tersedia di wilayah Kwadungan Jurang seperti batu dan pasir kali.

d. Pakan Ternak
Tersedianya bahan pakan ternak yang berupa hijau hijauan ini memungkinkan untuk dikembangkan usaha peternakan yang lebih besar, seperti peternakan domba, kambing, maupun sapi.

2. Sumber Daya Manusia

a. Jumlah penduduk usia produktif cukup tinggi

Merupakan modal tenaga kerja dalam rangka pelaksanaan pembangunan

b. Keberadaan lembaga desa, seperti PKK, LPMD, RT, Kelompok Pertanian, TPK, KPMD, dan lembaga lainnya yang merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa beserta pengurusnya.

c. Keberadaan lembaga ekonomi desa yang merupakan wadah kegiatan ekonomi di desa seperti LKM, PUAP, SPP,UP2K, dan sebagainya beserta pengurusnya.

d. Keberadaan lembaga kesehatan masyarakat seperti FKD, POSYANDU, POSBINDU, beserta kader kesehatan, Bidan desa dan lainnya sebagai wujud pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

e. Terdapat tempat pendidikan, TK, SD, TPQ, Madrasah beserta guru dan wali murid.

f.  Adanya kelompok kesenian sebagai wadah pengembangan dan pelestarian budaya.

g. Terdapat tempat peribadatan, masjid dan mushola.

h. Semangat kegotong royongan warga masyarakat desa Kwadungan Jurang masih relatif tinggi dan terjaga adat istiadatnya.

i. Kemampuan bercocok tanam masyarakat yang telah di wariskan secara turun temurun.

j.  Adanya kemampuan kades, perangkat desa dan BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa walaupun belum optimal.

k. Cukup tiongginya motovasi masyarakat dalam mengembangkan budaya, tradisi dan kesenian.
l. Adanya ketrampilan yang dimiliki sebagian masyarakat dalam bidang home industri untuk meningkatkan kesejahteraan.

BAB IV

VISI DAN MISI
A. VISI
Dalam menghadapi tantangan otonomi desa menuju desa yang maju dan mandiri maka masyarakat Desa Kwadungan Jurang melelui pemangku kepentingan pembangunan desa mempunya harapan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Harapan ini dirumuskan dalam visi Desa Kwadungan Jurang tahun 2020-2026 yaitu “Terwujudnya Desa Kwadungan Jurang Sebagai Desa Agrobisnis Yang Tentrem, Berbudaya Dan Agamis”.
B. MISI, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
1. VISI
1) “Berbasis Agrobisnis“ Maksudnya dalam mewujudkan desa sebagai desa tani dan dagang yang berbasis agrobisnis dengan meningkatkan kemampuan SDM dalam mengelola pertanian yang berorientasi bisnis, pendayagunaan kelompok-kelompok tani sebagai motor penggerak serta Pembentukan paguyuban pedagang Kwadungan Jurang sebagai embrio untuk peningkatan SDM dan pemasaran.

2) “TENTREM” adalah suatu kondisi masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3) “Berbudaya” Adalah Desa Kwadungan Jurang Berbudaya dengan cara pelestarian kebudayaan lokal dan memfasilitasi berbagai kegiatan kesenian maupan kebudayaan yang berkembang di desa.
4) “Agamis” Adalah, adalah suatu kondisi masyarakat dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat desa, juga terpenuhinya kebutuhan rohani dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai pemahaman penghayatan ajaran agama dan didukung kebebasan menjalankan ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan norma – norma agama.
2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Upaya untuk mewujudkan visi  Desa Kwadungan Jurang tahun 2020-2026 dirumuskan dalam 4 (empat) Misi sebagai berikut:

a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah tata kelola pemerintahan desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, dibutuhkan adanya peningkatan kinerja aparatur desa serta komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat. 
Dalam memberikan pelayanan yang berkualitas diperlukan kinerja aparatur pemerintah desa yang profesional, kreatif dan inovatif, serta diperlukan kedisiplinan dan perubahan perilaku yang baik dari aparatur pemerintah desa/revolusi mental yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana, serta kejelasan aturan.
b. Menumbuhkembangkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan potensi desa untuk mengelola dan mengembangkan pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. 
Pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan adalah pembangunan  yang  berdampak positif terhadap aspek kehidupan yang ada dimasyarakat, berwawasan lingkungan, serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya 
c. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya. 

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang menyeluruh dalam berpikir, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia berdaya adalah manusia yang cerdas dan mampu memanfaatkan potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan sekitarnya, tidak bergantung pada pihak lain, memiliki kesadaran dan aspirasi sendiri, lebih mengandalkan ketrampilan, olah pikir, cara pandang dan pengetahuan untuk menghasilkan karya yang produktif. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang memiliki budaya sehat, budaya bersih, dan budaya peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

d. Mewujudkan perekonomian masyarakat desa yang agraris dan sejahtera yang berbasis pada teknologi modern.
Perekonomian masyarakat desa yang agraris dan sejahtera adalah kegiatan perekonomian masyarakat yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam khususnya dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan sehingga tercukupi kebutuhan pokok lahiriah dan batiniahnya yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan

Teknologi modern adalah sarana penunjang terbaru yang sesuai tuntutan zaman bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. 

Untuk mendukung dan mewujudkan misi RPJMdes maka dirumuskan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 6 tahun sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan desa yang di peroleh dari pencapaian outcame/dampak dari kegiatan. Perumusan tujuan dan sasaran  pembangunan Desa Kwaduangan Jurang dalam RPJMdes tahun 2020-2026 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas.

Tujuan yang akan dicapai pada Misi 1 (pertama) adalah terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas dengan sasaran meliputi :
a. Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan desa;
b. Meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah Desa yang tertib, rapi, dan handal;
c. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan  dan aset desa.
d. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat.
2. 
Mewujudkan partisipasi masyarakat serta menumbuhkembangkan kesadaran dan kemandirian  dalam pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan

Tujuan yang akan dicapai pada Misi 2 (kedua) adalah terwujudnya pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan, yang sasarannya meliputi :

a. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan;

b. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan;

c. Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
d. Meningkatnya penanganan persampahan;

e. Meningkatnya sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;

f. Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata milik desa;

3.  
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya.

Tujuan yang akan dicapai pada Misi 3 (ketiga) adalah terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya, yang sasarannya meliputi :

a. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
b. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal; 
c. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga;

d. Meningkatnya kualitas lembaga kemasyarakatan.
4.  
Mewujudkan perekonomian masyarakat desa yang agraris dan sejahtera yang berbasis pada teknologi modern.

Tujuan peningkatan perekonomian Misi 4 (keempat) adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang agraris berbasis pada teknologi modern, yang pencapaiannya dapat dilihat pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah masyarakat penerima bantuan sosial. adapun sasarannya meliputi :

a. Meningkatnya kesejahteraan petani;
b. Meningkatnya produksi dan produktifitas tanamam pangan dan holtikultura;

c. Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat;

d. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;

e. Meningkatnya kualitas Koperasi, Usaha  Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);

f. Meningkatnya kualitas pengelolaan BUMDes;
g. Meningkatnya usaha perdagangan masyarakat.
3. STARTEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
a. Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran  RPJMDes Desa Kwadungan Jurang Tahun 2021-2026, maka dirumuskan strategi pembangunan desa. Strategi pembangunan merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama enam tahun ke depan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut:

a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas.
Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah tata kelola pemerintahan desa yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku.

Pelayanan masyarakat yang berkualitas mengacu pada kepuasan masyarakat merupakan gambaran dari terwujudnya good governance. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan masyarakat agar menjadi berkualitas, yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan loyalitas pada pemerintah desa.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang baik dan pelayanan masyarakat yang berkualitas, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

· Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan desa;

· Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan pemerintah desa;

· Peningkatan kualitas pengelolaan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan  dan aset desa;

· Inovasi pelayanan kepada masyarakat.

b. Mewujudkan partisipasi masyarakat serta menumbuhkembangkan kesadaran dan kemandirian  dalam pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya terwujudnya pembangunan desa yang menyeluruh dan berkelanjutan, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

· Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;

· Memaksimalkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;

· Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan;

· Meningkatkan kualitas lingkungan yang berkelanjutan;

· Meningkatkan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;

· Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata milik desa.

c. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya.
Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya dan berbudaya, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

· Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;

· Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;

· Meningkatkan daya saing dan prestasi pemuda dan olahraga;

· Meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan.

d. Mewujudkan perekonomian masyarakat desa yang agraris dan sejahtera yang berbasis pada teknologi modern.

Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu terwujudnya meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang agraris berbasis pada teknologi modern, maka beberapa strategi yang akan dilakukan yaitu:

· Memaksimalkan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas dan menghasilkan produk pertanian yang berkualitas unggul; 

· Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, serta penyandang difabel;

· Meningkatkan kualitas manajemen Koperasi, Usaha  Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);

· Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan serta penambahan modal BUMDes;

· Meningkatkan kualitas kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).

b. Arah Kebijakan
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran  RPJMDes Desa Kwadungan Jurang Tahun 2021-2026, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2021 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMDes Desa Kwadungan Jurang Tahun 2021-2026.

a. Arah Kebijakan Tahun 2021

Tahun 2021 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah desa selama enam tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2021 ditujukan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penanggulangan kemiskinan, dengan prioritas sebagai berikut: 

· Pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan desa.
· Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.

· Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.

· Penanggulangan kemiskinan.

b. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan Tahun 2022 ditujukan untuk percepatan pemerataan insfrastruktur dan peningkatan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor pertanian, usaha perdagangan dan kelompok usaha ekonomi produktif dengan prioritas sebagai berikut: 

· Pemerataan insfrastruktur dusun.

· Pemenuhan sarana dan prasarana pertanian.
· Pemenuhan sarana dan prasarana perikanan.
· Penguatan usaha ekonomi masyarakat.
c. Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan Tahun 2023 ditujukan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup dan promosi desa wisata melalui pengembangan seni dan budaya lokal dengan prioritas sebagai berikut: 

· Penanganan sampah.

· Peningkatan kualitas SDM pengelola persampahan.

· Peningkatan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup.

· Pengembangan seni dan budaya lokal.
· Pengembangan Pasar Tani Secinan.
d. Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk pengurangan kemiskinan yang bertumpu pada penguatan ekonomi masyarakat dan pengembangan produk unggulan desa dengan prioritas sebagai berikut: 

· Pengembangan TTG untuk pengembangan ekonomi pedesaan.

· Pemenuhan sarana dan prasarana bagi usaha kelompok ekonomi masyarakat miskin.

· Pengembangan produk unggulan desa.

e. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan Tahun 2025 ditujukan untuk peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, anak serta kaum difabel dengan prioritas sebagai berikut: 

· Pengembangan insfrastruktur pertanian.

· Pengembangan perikanan darat.

· Pengembangan ternak masyarakat.

· Peningkatan kualitas SDM perempuan, anak dan kaum difabel.

f. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan Tahun 2026 ditujukan untuk Peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan daya saing pemuda dan pembangunan insfrastruktur berkelanjutan dengan prioritas sebagai berikut: 

· Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.

· Pengembangan sarana dan prasarana olah raga.

· Pengembangan insfrastruktur penunjang perekonomian.

BAB V

RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA

Sebagai implementasi dari program – program pemerintah desa dalam rangka perwujudan visi misi Desa Kwadungan Jurang Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, maka dirumuskan beberapa program yang merupakan wadah dari kegiatan-kegiatan dengan outcome sejenis, yang dikelompokkan berdasarkan bidang yang menjadi kewenangan desa, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembagunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa sehingga dalam RPJM Desa ini terdapat beberapa program yang merupakan penjabaran dari kebijakan, yaitu sebagai berikut :
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain meliputi kegiatan :

a. Penyelenggaraan administrasi desa

b. Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa

c. Pengembangan tata ruang da peta social desa

d. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa

e. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian

f. Pendataan penduduk menurut jumlah penduiduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja,dan tingkat partisipasi angkatan kerja

g. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan , jenis pekejaan dan status pekerjaan

h. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri

i. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa

j. Pengangkatan / penetapan perangkat desa

k. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa

l. Penetapan organisasi pemerintah desa

m. Peningkatan kapasitas aparatur desa

n. Pembentukan dan pengelolaan BUM Desa

o. Penetapan APBDesa

p. Penetapan peraturan desa

q. Pembentukan dan pelaksanaa kerja sama antar desa

r. Pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan atau balai desa

s. Pendataan potensi desa

t. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah desa

u. Pengusulan kondisi desa dalam ke4adaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawean pangan, wabah penyakit, ganmgguan keamanan dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa

v. Pengelolaan arsip desa

w. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa

x. Pemasangan tugu.patok batas desa sesuai dengan peraturan daerah, penetapan dan penegasan batas dusun

y. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif

z. Penyusunan dan penetapan perencanaan kerja pembangunan desa ( RKP-Desa)
aa. Penyusunan dan pendayagunaan profil desa
2) Bidang Pembangunan Desa

Bidang pembangunan desa antara lain meliputi kegiatan :

A. Pelayanan Dasar Desa

1. Pengembangan pos kesehatan desa dan polindes

2. Pengembangan kader kesehatan desa

3. Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui :

a. Layanan gizi 

b. Pemeriksaan ibu hamil

c. Pemberian makanan tambahan

d. Punyuluhan kesehatan

e. Gerakn hidup bersih dan sehat

f. Penimbangan bayi

g. Gerakan sehat untuk lansia

4. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional

5. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa

6. Pembangunan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini

7. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar desa, sanggar seni budaya desa, dan perpustakaan desa

8. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di desa

B. Sarana dan Prasarana Desa

Bidang pembangunan sub bidang sarana dan prasarana desa

1. Pembangunan dan pemeliharaan kantor desa

2. Pembangunan dan pemeliharaan gedung pertemuan atau balai desa

3. Pembangunan dan pemeliharaan ruas jalan berstatus jalan desa

4. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani

5. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah
6. Pembangunan dan pengelolaan pemakaman desa dan petilasan

7. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan

8. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa

9. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier

10. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan desa

11. Pembangunan dan pemeliharaan poskamling

12. Pembangunan dan pemeliharaan gapura/tugu desa

13. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran utuk budidaya perikanan

14. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa
15. Pembangunan penerangan jalan desa

C. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa

Bidang pembangunan sub bidang pengembangan ekonomi lokal desa antara lain :

1. Pembangunan dan pengelolaan pasar tani secinan dan kios desa

2. Pengembangan usaha mikro berbasis desa

3. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis desa

4. Penetapan komoditas pertanian dan perikanan desa

5. Pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu

6. Pengembangan dan pengelolaan benih lokal

7. Pengembangan ternak secara kolektif

8. Pendiraian dan pengelolaan BUMDesa

9. Pengembangna teknologi tepat guna

10. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang betumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
D. Pemanfaatan Sumber daya Alam dan Lingkungan Desa

1. Pembagunan tempat pembuangan akhir/sementara sampah desa
2. Pengelolaan sampah secara mandiri dan produktif

3. Pembangunan dan pengelolaan bak sampah

4. Pengelolaan sumber mata air

5. Pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau berskala desa

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang pembinaan kemasyarakatan desa antara lain meliputi :

a. Membina keamanan, ketertiban, dan ketenteraman wilayah masyarakat desa

b. Membina kerukunan warga masyarakat desa

c. Memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi di desa

d. Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa ( LPMD, PKK,  Karang Taruna, RT, RW,m Satgas linmas )

e. Pembinaan kerukunan umat beragama

f. Pengadaan sarana prasarana olah raga

g. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat

h. Fasilitasi kegiatan PPKBD dan sub PPKBD

i. Fasitasi kegiatan kader KB, BKB, BKR dan BKL

j. Fasilitasi kegiatan gerakan sayang ibu

k. Fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan desa

l. Fasilitasi kegiatan peringatan hari besar nasional

m. Fasilitasi kegiatan peringatan hari besar keagamaan

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang pemberdayaan masyarakat desa antara lain meliputi kegiatan :

a. Pengembangan kader kesehatan desa

b. Pengembangan posyandu

1) Layanan gizi 

2) Pemeriksaan ibu hamil

3) Pemberian makanan tambahan

4) Punyuluhan kesehatan

5) Gerakn hidup bersih dan sehat

6) Penimbangan bayi

7) Gerakan sehat untuk lansia

c. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisonal

d. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa

e. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok belajar di desa

f. Pengembagan seni budaya lokal

g. Pengelolaan dan Pengembangan BUMDesa

h. Pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat

i. Fasilitasi terhadap masyarakat dan / atau kelompok rentan, miskin, perempuan, anak, difabel dan masyarakat adat

j. Fasilitasi pembentukan kampung KB

k. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa

l. Analisis kemiskinan secara partisipatif di desa

m. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

n. Pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemverdayaan masyarakat

o. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usah ekomomi desa

p. Pendayagunaan teknologio tepat guna

q. Pembangunan rumah tidak layak huni

r. Pembangunan jamban keluarga

s. Pembentukan dan pengembangan kapasitas badan pengelolaan air bersih

t. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui :

1) Kader pemberdayaan masyarakat desa

2) Kelompok usaha ekonomi produktif

3) Kelompok perempuan

4) Kelompok tani

5) Kelompok seni budaya

6) Kelompok masyarakat miskin

7) Kelompok pengrajin

8) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak

9) Kelompok pemuda

10) Kelompok pemerhati pendidikan anak usia sekolah
11) Kelompok lain sesuai kondisi desa

BAB VI
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kwadungan Jurang Tahun 2020 - 2026 yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Desa Kkwadungan Jurang untuk kurun waktu 6 (Enam) tahun mendatang merupakan pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, yang disepakati oleh semua para pemangku kepentingan pembangunan desa secara partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan selektif melalui skala prioritas. RPJM-Desa ini disusun secara transparan melalui penggalian masalah dan potensi di tingkat dusun serta penentuan tindakan pemecahan masalah dalam forum musyawarah yaitu pra musrenbangdes dan musrenbangdes. Sehingga diharapkan program dan kegiatan dalam RPJM-Desa pada akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2026 dapat terlaksana dan harapan serta cita-cita masyarakat desa Sebagai Desa Agrobisnis Yang Tentrem, Berbudaya Dan Agamis.

Penjabaran kegiatan dalam RPJM-Desa pada setiap tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang dimusyawarahkan oleh pemerintah desa bersama seluruh komponen masyarakat dalam forum musrenbangdes tahunan dan ditetapkan sebagai peraturan desa. Selanjutnya kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa tersebut diimplementasikan dalam APB-Desa pada setiap tahun berikutnya. Sehingga untuk mewujudkan harapan dan cita-cita Desa Kwadungan Jurang maka kegiatan yang tertuang dalam RKP-Desa dan APB-Desa pada setiap tahun tidak boleh menyimpang dari rumusan program yang ada di dalam RPJM-Desa kecuali terjadi peristiwa darurat dan mendesak.

Pengendalian pelaksanaan RPJM-Desa dilakukan bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD bersama dengan masyarakat. Sedangkan evaluasi pelaksanaan RPJM-Desa dilaksanakan pada setiap forum musrenbangdes tahunan dan musrenbangdes RPJM-Desa periode berikutnya, serta dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa.
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